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ABSTRAK

Korupsi sebagai extraordinary crime menimbulkan dampak luas terhadap negara dan
masyarakat, terlihat dari tren peningkatannya pada tahun 2023 yang memerlukan
penindakan tegas melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pidana tambahan seperti uang pengganti, penyitaan
aset, dan pidana penjara subsider sering terkendala dalam pelaksanaannya karena
terpidana mengaku tidak memiliki aset, sehingga diperlukan pidana penjara pengganti
untuk menjamin efek jera. Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada urgensi
pengenaan pidana tambahan pengganti kerugian keuangan Negara kepada pelaku
tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg, Putusan
Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg, dan Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN
Plg, serta pengaturan pidana tambahan pengganti kerugian keuangan di masa yang
akan datang dalam upaya pengembalian kerugian keuangan Negara yang seharusnya.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengkaji
kaidah-kaidah hukum, mencakup analisis terhadap prinsip-prinsip hukum, sistematika
hukum, serta tingkat sinkronisasi antara berbagai aturan hukum yang berlaku. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pidana tambahan berupa pengembalian kerugian
negara dalam putusan perkara korupsi di Palembang diterapkan sebagai upaya
pemulihan keuangan negara berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Tipikor, dengan
prinsip proporsionalitas dan sanksi pengganti pidana penjara jika tidak dibayar.
Untuk optimalisasi ke depan, diperlukan reformasi kebijakan pemidanaan, termasuk
revisi PERMA No. 1 Tahun 2020, agar lebih fleksibel dan adil, serta mencerminkan
tujuan pemidanaan yang restoratif dan preventif dalam strategi nasional
pemberantasan korupsi. "

Kata Kunci : Pidana Tambahan, Pengganti Kerugian Keuangan Negara, Tipikor

Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing I1
Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001 NIP. 198305092010121002
Mengetahui

Program Studi

Koordinaﬁ\

Dr. Irsan, S.N,, M.Hum.
NIP. 198301172009121004
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ABSTRACT

Corruption as an extraordinary crime has a broad impact on the state and society, as scen
from its increasing trend in 2023 which requires strict action through Law Number 31 of
1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001. Additional penalties such as replacement
money, confiscation of assets, and subsidiary imprisonment are often hampered in their
implementation because convicts claim not to have assets, so that substitute imprisonment is
needed to ensure a deterrent effect. The problem in this study focuses on the urgency of
imposing additional penalties in lieu of state financial losses to perpetrators of corruption in
Decision Number 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg, Decision Number 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN
Plg, and Decision Number 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg, as well as the regulation of
additional penalties in lieu of financial losses in the future in an effort to return the state's
financial losses that should have been. This study uses a normative legal research method that
examines legal rules, including an analysis of legal principles, legal systematics, and the level
of synchronization between various applicable legal rules. The results of the study indicate
that additional criminal penalties in the form of returning state losses in corruption case
decisions in Palembang are applied as an effort to restore state finances based on Article 18
of the Corruption Law, with the principle of proportionality and substitute sanctions for
imprisonment if not paid. For future optimization, reform of criminal law policies is needed,
including a revision of PERMA No. 1 of 2020, to be more flexible and fair, and reflect the
objectives of restorative and preventive punishment in the national strategy for eradicating
corruption.

Keywords: Additional Criminal Procedure, Replacement of State Financial Losses,
Corruption
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang menerapkan prinsip kedaulatan hukum.
di mana hukum memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara.’ Salah satu asas penting
yang dianut adalah asas praduga tak bersalah (Presumption of Innocence). Asas ini
tidak hanya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (KUHAP), tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam ketentuan tersebut, dinyatakan bahwa
setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili di pengadilan
harus dianggap tidak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang menyatakan
kesalahannya dengan kekuatan hukum tetap.? Selain itu, putusan pengadilan juga
berlandaskan asas persamaan di depan hukum (Equality Before The Law), yang
menjamin bahwa setiap individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum tanpa

pengecualian.

Putusan pengadilan mencerminkan nilai kemanusiaan jika berlandaskan asas
persamaan di depan hukum (Equality Before The Law) dan praduga tak bersalah
(Presumption of Innocence). Kedua asas ini mengandung prinsip-prinsip Hak Asasi

Manusia yang harus dilindungi dan diperhatikan oleh penegak hukum, terutama

! Wahyu Nugroho, Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan
Pemberatan,http://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/124/108, diakses pada tanggal
14 April 2024 pada pukul 18:26 WIB

2 Sutoyo Sutarto, Hukum Acara Pidana Jilid I, Cet. Ill, (Semarang : Badan Penerbit
Universitas Diponegoro, 2003),him. 19.

Xiv



hakim yang memiliki kewenangan dalam memutus perkara.® Putusan pengadilan
berperan penting sebagai simbol keadilan, termasuk dalam hal penjatuhan hukuman
dan pemidanaan. Asas-asas tersebut berlaku untuk semua jenis tindak pidana,

termasuk tindak pidana korupsi.

Kasus tindak pidana korupsi di Indonesia terus berkembang secara sistematis
dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan bernegara serta masyarakat. Dalam
beberapa tahun terakhir, korupsi tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan, justru
semakin meningkat baik dari segi jumlah maupun kompleksitasnya. Situasi ini
menjadikan upaya pemberantasan korupsi sebagai isu penting yang harus mendapat

perhatian serius di Indonesia.’®

Tren Korupsi Tahun 2019-2023

1.695
1700
1500 1.396
1300 1.173
1100
900 L 791
700 580 533 579
500 444
oo 271
a0 ni I
-100 2019 2020 2021 2022 2023

® Jumlah Kasus ® Jumlah Tersangka

Grafik 2. Tren Korupsi dalam Lima Tahun (2019-2023)

¥ Letezia Tobing, http://m.hukumonline.com, Asas Praduga Tak Bersalah, diakses pada
tanggal 12 Oktober 2022 pada pukul 18.59 WIB.

* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laporan Tahunan KPK 2022 , (Jakarta : KPK,
2023), him. 12.



Dilihat dari grafik di atas, tren korupsi mengalami peningkatan yang cukup
konsisten dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2023, peningkatan yang terjadi
sangat signifikan ketimbang tahun-tahun sebelumnya, baik dari jumlah kasus maupun
tersangka, di mana ditemukan 791 kasus korupsi dan 1.695 orang ditetapkan sebagai
tersangka.’

Pada dasarnya, korupsi merupakan bentuk kejahatan yang termasuk dalam
kategori luar biasa (extraordinary crime), sehingga penanganannya pun harus
dilakukan secara serius dan menyeluruh. Saat ini, kejahatan korupsi menjadi masalah
yang serius untuk diberantas dengan cara memberikan sanksi pidana yang tegas dan
berat, guna mengurangi potensi terulangnya tindakan serupa di masa mendatang.
Korupsi memberikan dampak negatif yang sangat besar terhadap proses
pembangunan negara, mulai dari terhambatnya pertumbuhan ekonomi, terganggunya
sistem pemerintahan, hingga merosotnya kesejahteraan masyarakat secara luas.® Di
Indonesia sendiri, praktik korupsi telah meluas dan menyentuh berbagai sektor, baik
di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Umumnya, kasus korupsi

banyak menjerat para pejabat yang memiliki kekuasaan atau jabatan strategis.’

> Tama s. Langkun, Bahrain dkk, “Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara
Tindak Pidana Korupsi. (Jakarta : Indonesia Corruption Watch, 2024), him. 10.

® Risqi Perdana Putra, Penengakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. (Yogyakarta :
Deepublish.2020), him. 18.

’ Marjan Miharja,Korupsi, Integritas, & Hukum: Tantangan Regulasi Di Indonesia. (Yayasan
Kita Menulis, 2020), him. 12.



Tindak pidana korupsi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan,
yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001. Upaya pemberantasan korupsi ini semakin diperkuat dengan keberadaan
sebuah lembaga independen, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang
keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.?

Didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001.

“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya
diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara,dipidana penjara dengan penjara seumur
hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20
(dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juda

rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.00,00 (satu miliyar rupiah)’®

® Lapriesta, D, R & Nyoman A, M., Analisa Kebijakan Pemerintah Dalam Pemerantasan
Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Menciptakan Pemerintah yang bersih Clean Governance.
Jurnal Kertha Negara. Volume 4 Nomor 2 (Februari 2016), him 3-4 diakses dari
https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/19029

% Indonesia, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 20 Tahun
2001, LN No. 140 Tahun 2001, TLN No. 4150, 2001, him. 3.



dalam pasal ini korupsi dirumuskan ke dalam 30 (tiga puluh) bentuk dan jenis
tindak pidana korupsi, dari 30 (tiga puluh) tersebut diperkecil menjadi 7 (tujuh) besar

kelompok yakni :*°

1. “Kerugian Negara

2. Suap Menyuap

3. Penggelapan Dalam Jabatan
4. Pemerasan

5. Perbuatan Curang

6. Benturan Kepentingan

7. Qratifikas1”

Ketentuan mengenai kerugian keuangan negara dan kaitannya dengan pidana
tambahan diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa
selain dikenakan pidana pokok berupa penjara dan/atau denda sebagaimana tercantum
dalam Pasal 2, Pasal 3, serta Pasal 5 hingga Pasal 14, terdakwa juga dapat dijatuhi
pidana tambahan. Pidana tambahan ini meliputi penyitaan barang bergerak atau tidak
bergerak, pembayaran uang pengganti, penutupan sebagian atau seluruh kegiatan
usaha, serta pencabutan sebagian atau seluruh hak-hak tertentu. Hal ini sebagaimana

diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah

1% 1bid.



melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi berbunyi :**

1) “Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, sebagaimana pidana tambahan adalah :

a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak terwujud
atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh
dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di
mana tindak pidana korupsi dilakukan begitu pula dari barang yang
menggantikan barang-barang tersebut.

b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya
sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama
1 (satu) tahun.

d. Pencabutan seluruh atau sebgaian hak-hak tertantu atau penghapusan
seluruh atau sebgain keuntungan tertentu, yang telah atau dapat

diberikan.

2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Maka

1 Rudi Pardede, Proses pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi, (Yogyajarta : Genta
Publishing, 2017), him. 102.



harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang

pengganti tersebut.

3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk
membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b,
maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi
ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan
dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan

dalam putusan pengadilan”.

Rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa pengembalian kerugian
keuangan negara dilakukan melalui kewajiban pembayaran uang pengganti.
Penentuan jumlah uang pengganti dibatasi sebanyak-banyaknya senilai harta
kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, bukan berdasarkan jumlah
kerugian negara secara keseluruhan. Ketentuan itu juga mencakup pemberian pidana
penjara subsider apabila terpidana tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran uang
pengganti. Pidana penjara subsider dikenakan setelah putusan berkekuatan hukum
tetap dan terbukti bahwa terpidana tidak memiliki aset yang cukup untuk melunasi
kewajiban tersebut. Lamanya pidana penjara subsider dibatasi dan tidak boleh

melebihi lamanya pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana.*?

12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 18.



Putusan pengadilan yang memerintahkan terpidana untuk membayar uang
pengganti didasarkan pada ketentuan Pasal 18, yang juga mengatur kemungkinan
pemberlakuan pidana penjara subsider apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi.
Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti bertujuan untuk memulihkan
kerugian keuangan negara, dengan jumlah yang disesuaikan dengan keuntungan yang
diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaannya, hampir tidak ditemukan
terpidana korupsi yang benar-benar membayar uang pengganti sebagaimana
ditetapkan oleh hakim. Alasan yang sering dikemukakan oleh para terpidana adalah

tidak memiliki dana atau aset untuk memenuhi kewajiban tersebut.*?

Penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti oleh hakim
terhadap terpidana harus disertai dengan pencantuman pidana penjara sebagai
hukuman subsider. Tujuan pencantuman tersebut adalah agar terpidana tetap merasa
jera dan bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya, meskipun
tidak mampu membayar uang pengganti. Salah satu tantangan yang dihadapi aparat
penegak hukum dalam proses pemulihan kerugian negara adalah kecenderungan para
terpidana korupsi memilih untuk menjalani pidana penjara daripada melunasi
kewajiban pembayaran uang pengganti. Dalam praktiknya, pelaksanaan putusan

pengadilan sering kali hanya berujung pada dijalaninya hukuman penjara yang relatif

B 1bid, him. 16.



singkat, tanpa disertai pembayaran denda atau uang pengganti sebagaimana yang

telah diputuskan.**

Merujuk pada latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, timbul
pertanyaan mengenai tolok ukur apa yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi dalam menentukan durasi pidana penjara sebagai pengganti dari
pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam putusan perkara korupsi.
Dalam rangka menanggulangi tindak pidana korupsi di Indonesia, pemerintah telah
menerapkan berbagai pendekatan yang terbagi ke dalam dua strategi utama. Strategi
pertama bersifat preventif, yaitu melalui upaya pencegahan, sementara strategi kedua
bersifat represif, yakni dengan melakukan penindakan terhadap kasus-kasus korupsi.
Salah satu bentuk strategi represif tersebut diwujudkan melalui proses penegakan
hukum. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus dilakukan
secara hati-hati, teliti, dan menyeluruh dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum
dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan
sebagai bagian akhir dari proses tersebut diharapkan mampu mencerminkan keadilan,

kepastian hukum, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara.™

Dalam konteks tersebut, peran hakim menjadi sangat penting, karena hakim
memiliki kewenangan untuk menentukan jenis dan besarnya pidana berdasarkan

fakta-fakta hukum serta pertimbangan yuridis dan moral yang berkembang dalam

 Indonesia Corruption Watch (ICW), Catatan Pemantauan Tren Vonis Korupsi Semester 11
2022, (Jakarta: ICW, 2023), him. 5.

> Romli Atmasasmita, Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Problematika dan
Solusinya, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019), him. 45.
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masyarakat. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi bukan hanya soal
menghukum pelaku, tetapi juga memberikan efek jera, memulihkan kerugian negara,
serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu,
putusan hakim harus dapat merepresentasikan rasa keadilan yang hidup di tengah

masyarakat dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan serta integritas hukum. "

Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan adanya pedoman atau standar
dalam pemidanaan, agar putusan yang dijatuhkan tidak semata-mata berdasarkan
subjektivitas, melainkan mengikuti  prinsip-prinsip  objektif yang dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Salah satu bentuk konkret dari
pedoman ini adalah dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2020, yang memberikan acuan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap
pelaku korupsi. Pedoman ini menyelaraskan proses penjatuhan hukuman dengan
parameter yang terukur seperti besarnya kerugian negara, tingkat kesalahan, dan
dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Dalam peraturan tersebut,
penentuan berat ringannya hukuman diatur melalui beberapa tahapan pertimbangan,

yakni :*

1. Besarnya kerugian terhadap keuangan atau perekonomian Negara.
2. Tingkat kesalahan, dampak yang ditimbulkan, dan keuntungan yang

diperoleh.

16 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), him. 112.

7 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak
Pidana Korupsi (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2020),
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3. Kisaran atau rentang hukuman yang dapat dijatuhkan.
4. Faktor-faktor yang dapat memperberat atau meringankan.
5. Penetapan pidana itu sendiri.

6. Ketentuan tambahan yang berkaitan dengan proses pemidanaan.

Keenam parameter tersebut dituangkan secara konkret melalui penyusunan
matriks yang memuat rentang hukuman pidana penjara dan denda. Matriks ini
disusun dengan mengklasifikasikan kerugian negara, tingkat kesalahan, dampak, dan
keuntungan menjadi tiga kategori, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Sebelum hakim
menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana korupsi, pedoman ini harus dijadikan acuan
sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2020.

Dalam menangani perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan Pasal
2 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, besaran

kerugian negara diklasifikasikan ke dalam lima tingkatan, yaitu :'®

1. Tingkat sangat berat, apabila kerugian negara melebihi Rp

100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

'8 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak
Pidana Korupsi , (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2020), him. 9.
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2. Tingkat berat, jika kerugiannya berada di atas Rp 25.000.000.000,00 (dua
puluh lima miliar rupiah) hingga maksimal Rp 100.000.000.000,00 (seratus
miliar rupiah).

3. Tingkat sedang, apabila jumlah kerugian melebihi Rp 1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).

4. Tingkat ringan, bila nilai kerugian berkisar antara Rp 200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah) sampai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

5. Tingkat sangat ringan, jika nilai kerugian tidak lebih dari Rp 200.000.000,00

(dua ratus juta rupiah).

Walaupun Mahkamah Agung telah berupaya memberikan pedoman kepada
hakim dalam rangka menciptakan proporsionalitas, keadilan, dan kepastian hukum
melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2020, namun dalam
praktiknya, implementasi pedoman tersebut belum sepenuhnya konsisten, terutama
dalam aspek penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti
kerugian keuangan negara. Dari perspektif hukum pidana, pidana tambahan tersebut
merupakan salah satu bentuk pemulihan kerugian negara yang bersifat represif,
namun juga harus memenuhi asas-asas fundamental dalam hukum pidana, seperti
legalitas, proporsionalitas, dan individualisasi pidana.

Penulis menemukan setidaknya tiga contoh perkara tindak pidana korupsi
yang telah diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

pada Pengadilan Negeri Palembang, yaitu :
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Putusan Nomor Nama Kerugian Negara Putusan Hakim
Terdakwa

Putusan  Nomor | KMS. M. Rusdi | Berdasarkan Hakim memutus sesuai

26/Pid.Sus- Laporan BPKP tuntutan subsidair:

TPK/2024/PN.Plg

Provinsi Sumsel,
kerugian keuangan
negara adalah
Rp567.898.000.

Pidana penjara 3 tahun.
Denda Rp50.000.000,
subsidair 6 bulan
kurungan.

Membayar uang
pengganti
Rp404.534.923,
subsidair 1 tahun 6 bulan
penjara jika tidak dibayar
dalam 1 bulan setelah
putusan inkracht.

Biaya perkara Rp10.000.

Putusan  Nomor
31/Pid.Sus-

TPK/2024/PN.Plg

Nety Herawati

Berdasarkan
Laporan BPKP
Sumsel, kerugian
negara adalah
sebesar
Rp172.760.000.

Dakwaan primair tidak
terbukti, terdakwa
dibebaskan dari dakwaan
ini.

Dakwaan subsidiair
terbukti secara sah, dan
terdakwa dijatuhi:
Pidana penjara 1 tahun 3
bulan.

Denda Rp50.000.000,
subsidair 3 bulan
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kurungan.

Membayar uang
pengganti
Rp172.760.000
(diperhitungkan dari
uang yang telah disita).
Biaya perkara Rp5.000.

Putusan  Nomor
56/Pid.Sus-

TPK/2024/PN.Plg

Syamsul
Bakri

Bin

Total dana yang
dikuasai dan
digunakan untuk
kepentingan
pribadi oleh
terdakwa (dari
Dana Desa dan
Alokasi Dana Desa
tahun anggaran
2022):
Rp383.918.746

Terdakwa dinyatakan
terbukti bersalah sesuai
dakwaan primair
Dijatuhi hukuman
Pidana penjara 5 tahun
Denda Rp200.000.000,
subsidair 3 bulan
kurungan

Membayar uang
pengganti
Rp383.918.746,
subsidair 2 tahun 6 bulan
penjara bila tidak dibayar
Biaya perkara Rp5.000

Fakta menunjukkan bahwa dalam beberapa putusan Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi di Pengadilan Negeri Palembang—seperti Putusan Nomor 26/Pid.Sus-

TPK/2024/PN.Plg,

31/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PIg,

dan 56/Pid.Sus-

TPK/2024/PN.Plg—penerapan pidana tambahan belum mempertimbangkan secara
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menyeluruh ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2020. Penjelasan
mengenai kerugian keuangan negara, tingkat kesalahan terdakwa, keuntungan yang
diperoleh, dampak perbuatan, serta alasan pemilihan berat-ringannya pidana

tambahan belum disampaikan secara lengkap.

Hal ini menimbulkan persoalan dalam perspektif hukum pidana. Pidana
tambahan berupa uang pengganti seharusnya tidak hanya bersifat formalitas,
melainkan juga mencerminkan tujuan pemidanaan, seperti memberi efek jera
(pembalasan), mencegah kejahatan serupa (pencegahan), dan memberikan
kesempatan perbaikan bagi pelaku (rehabilitasi), dengan tetap mengedepankan
keadilan yang nyata. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan pidana
tambahan dalam perkara korupsi, khususnya terkait penggantian kerugian keuangan
negara. Tujuannya untuk menilai apakah penerapannya telah mencerminkan prinsip-
prinsip pemidanaan yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 dan sistem hukum

pidana nasional.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka penulis
merumuskan beberapa pertanyaan, sebagai berikut :

1.  Mengapa pidana tambahan uang pengganti kerugian keuangan Negara perlu
dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor
26/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg, Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN
Plg, dan Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg ?

2.  Bagaimana pengaturan pidana tambahan uang pengganti kerugian keuangan
negara dimasa yang akan datang dalam upaya pengembalian kerugian

keuangan Negara yang seharusnya?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada pembahasan mengenai penerapan pidana
tambahan sebagai pengganti kerugian keuangan negara dalam perspektif hukum
pidana. Fokus utama penelitian ini adalah analisis terhadap pertimbangan hukum
Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa penggantian kerugian
keuangan negara dalam kasus tindak pidana korupsi. Penelitian ini juga membahas
landasan hukum penerapan pidana tambahan dalam sistem hukum pidana di
Indonesia, dengan mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, serta ketentuan dalam KUHP dan

peraturan Mahkamah Agung terkait. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji
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efektivitas penerapan pidana tambahan dalam mengembalikan kerugian keuangan
negara serta konsep ideal dalam penerapan sanksi pidana tambahan di masa

mendatang.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

a. Untuk menganalisis mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti
perlu dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi.

b. Untuk menganalisis mengenai pengaturan pidana tambahan uang
pengganti  dimasa yang akan datang sebagai efektifitas dalam
pengembalian kerugian keuangan Negara.

2. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian merupakan aspek penting dari penelitian itu sendiri.

Penelitian ini menjelaskan kegunaan bagi berbagai pihak yang terkait, seperti

penulis, lembaga pembuat kebijakan, dan pihak lainnya yang berhubungan

dengan permasalahan yang dikaji. Diharapkan, penelitian ini dapat
memberikan kontribusi baik dari segi teoretis maupun praktis. Manfaat yang
dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a.  Secara teoritis yaitu menambah wawasan ilmu pengetahuan terkait

konsep pidana tambahan uang pengganti kerugian keuangan negara

dalam hukum pidana, khususnya dalam konteks tindak pidana korupsi.
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b.  Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara,
bangsa, masyarakat, dan pembangunan agar lebih mengetahui tentang
uang pengganti kerugian keuangan negara dalam perspektif hukum

pidana.

E. Kerangka Teoritis
Teori yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga lapisan, yaitu
Grand Theory, Middle Range Theory, Applied Theory, yang saling berhubungan
dan membentuk kerangka teoretis untuk menjawab permasalahan penelitian.*®
1. Grand Theory ( Teori Keadilan)
Grand Theory merupakan teori yang menasari teori teori (Middle
Range Theory dan Applied Theory) yang akan digunakan dalam penelitian.
Grand Theory dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan. Menurut
Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya nichomachean
ethics, politics, dan rethoric. Spesifik dilihat dalam buku nicomachean
ethics, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan
filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat
hukumnya, karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan

keadilan.?°

19 Sperjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul press, Jakarta, 1986, him. 53.
20 Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, (Bandung : Nuansa dan
Nusamedia, 2004), him. 24.
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Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak
persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak
persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan
manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat
dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum
sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya
sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Menurut Aristoteles, keadilan dibagi menjadi dua jenis yaitu keadilan
distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif berarti membagikan
hak, tugas, atau manfaat kepada individu berdasarkan kontribusi atau
perannya semakin besar kontribusi seseorang, semakin besar pula bagian
yang layak ia terima. Di sisi lain, keadilan komutatif berkaitan dengan
pertukaran yang adil antara individu atau antara individu dan negara, di
mana setiap pihak berhak memperoleh apa yang memang menjadi miliknya,
tanpa memandang besar kontribusi.

Dalam kasus korupsi, pelaku telah mengambil hak publik berupa
dana yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Dari
perspektif keadilan distributif, koruptor wajib mengganti dana sesuali
kerugian yang ditimbulkan agar hak masyarakat kembali dipenuhi.
Sedangkan menurut keadilan komutatif, karena terjadi pertukaran yang tidak
adil—koruptor mendapat keuntungan dari tindakan ilegal—maka

keuntungan tersebut harus dikembalikan secara penuh, untuk
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mengembalikan kondisi sebelum terjadinya kejahatan. Dengan demikian,
hukuman tambahan berupa penggantian kerugian negara menjadi sangat
penting untuk memastikan bahwa koruptor tidak menikmati hasil kejahatan
(crime should not pay), sekaligus memulihkan keseimbangan sosial dan
menegakkan keadilan secara proporsional dan adil.*

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi,
honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan
dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan pembuktian matematis,
jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan
dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga.
Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai degan nilai
kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.?

Teori keadilan ini merupakan teori yang digunakan untuk menjawab
rumusan masalah mengenai mengapa pidana tamabahan uang pengganti

perlu dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi.

2L 1bid, him. 25.
2 |pid
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Middle Range Theory ( Teori Sistem Peradilan Pidana dan Tujuan
Pemidanaan )

Middle Range Theory merupakan teori yang digunakan agar
pembahasan menjadi lebih focus dan mendetail atas suatu grand theory.?
Middle Range Theory dalam penelitian ini menggunakan teori sistem
peradilan pidana dan tujuan pemidanaan.

a. Teori Sistem Peradilan Pidana

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu
jaringan peradilan yang menggunakan hokum pidana sebagai sarana
utamanya, baik hukum pidana materiel, hukum pidana formil
maupun pelaksanaan pidana.®*

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa sistem peradilan
pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegak hukum
pidana, atau sistem kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana.
Sistem peradilan/sistem penegakan hukum pidana ataupun sistem
kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana, terpadu di
implementasikan dalam 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu:
kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/
menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/ pelaksanaan pidana

Sebagai sistem penegakan hukum pidana maka didalam sistem

% Munir Fuady, Op. Cit., him. 43.
?* Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Semarang : UDIP, 1995), him. 13.
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terdapat aspek sistem penegakan hukum pidana formal dan aspek
sistem penegakan hukum pelaksanaan pidana. Sistem peradilan
pidana itu sendiri memiliki dua pendekatan, yaitu crime control
model dan due proces model, serta familie model. %
1. Crime Control Model dan due proces model

Crime Control Model bekerja dan berpihak pada suatu asumsi,
bahwa setiap orang yang terlibat (tersangka atau terdakwa) ada
kemungkinan bersalah (presumption of guilt) atau praduga bersalah,
dan karenanya pelaksanaan penggunaan kekuasaan pada tangan
aparat pemerintah (polisi, jaksa dan hakim) harus semaksimal
mungkin. Sedangkan due proces model pada dasarnya menitik
beratkan pada hak-hak individu dan berusaha melakukan
pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa. Dengan kata
lain, proses pidana harus diawasi oleh hak asasi manusia dan tidak
hanya ditekankan kepada maksimal dan efisiensi sebagaimana
dikatakan dalam crime control model, melainkan juga pada prosedur
penyelesaian perkara. Due process model mendasarkan diri pada
presumption of innocence (praduga tak bersalah) sebagai nilai dasar
dari suatu peradilan. Tujuan utama dari due process model ialah
untuk melindungi seseorang yang benar-benar tidak bersalah dan

tidak menuntut mereka yang benar-benar bersalah. Oleh karena itu,

2> Ansori Sabuan, Hukum Acara Pidana, (Bandung : Angkasa, 1990), him. 9.
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due process model dituntut adanya suatu proses penyidikan atau
suatu kasus tindak pidana secara formal dan penemuan fakta-fakta
secara objektif.
2. Family model

Family model merupakan kritik terhadap kedua model
sebelumnya. Family model atau juga disebut model kekeluargaan
yang sangat menonjol adalah padanan suasana suatu keluarga yaitu
apabila seorang anak telah melakukan kesalahan maka akan
diberikan sanksi, anak itu tetap berada dalam kerangka kasih sayang
keluarga dan ia tidak dianggapnya sebagai anak jahat dengan sebagai
manusia yang khusus atau sebagai anggota kelompok yang khusus
dalam kaitannya dengan keluarga. Demikian pula, terhadap penjahat
jika ia dipidana janganlah dianggap sebagai special criminal people
yang kemudian diasingkan dari anggota masyarakat namun mereka
itu tetap dalam suasana kasih sayang. Pada intinya crime control
model menekankan pada eksistensi kekuasaan dan penggunaan
kekuasaan secara maksimal oleh penegak hukum dan presumption of
guilt (asas praduga bersalah). Adapun due process model
menegaskan sangat perlunya pembatasan atas kekuasaan dan
menggunakan kekuasaan dan aparat penegak hukum serta
presumption of innocence (praduga tak bersalah). Sedangkan, Family

model menekankan pada model kekeluargaan yang meskipun si
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penjahat bersalah namun ia tetap tidak boleh diasingkan dari anggota
masyarakat. Dengan demikian, dalam sistem peradilan pidana yang
dimana suatu sistem itu saling berkaitan satu sama lain seyogyanya
haruslah menggunakan segenap unsur yang terlibat didalamnya
sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan serta saling
mempengaruhi satu sama lain tersebut. Sehingga, harus ada sistem
kerja sama yang terpadu pada masing-masing komponen fungsi yang
terdiri dari kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut
umum, dan pengadilan sebagai pihak yang memutus dan mengadili,
serta lembaga pemasyarakatan sebagai pihak yang membimbing dan
membina si terpidana atau dengan kata lain memasyarakatan kembali
si terpidana.

Apabila sistem dalam sistem peradilan pidana itu diabaikan
maka tidak terjadinya keselarasan dalam proses peradilan pidana
yang menimbulkan adanya pandangan bahwa penegakan hukum
menjadi tidak adil dan tumpang tindih. Sejatinya, proses sistem
peradilan pidana yang baik itu tidak hanya memperbaiki pelaku
tindak pidana saja tetapi juga harus mencegah kejahatan agar
kesejahteraan masyarakat itu terjamin keharusnya. Dan juga ketiga
tujuan tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan agar

penegakan hukum pidana itu dapat berjalan sebagaimana mestinya.
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b. Teori Tujuan Pemidanaan
Beberapa teori tentang tujuan pemidanaan. Pada umumnya teori-teori
pemidanaan terbagi atas tiga. Pada bagian ini penulis akan menguraikan teori
tersebut sebagai berikut:
a) Teori Absolut atau Teori pembalasan (Vergeldings Theorien)
Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah
melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent
dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak
bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana
merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan
tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah
pembalasan (revegen).
Sebagaimana yang dinyatakan oleh Muladi bahwa?®:
"Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan
pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehinggaberorientasi
pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.
Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana
dijatuhkan sematamata karena orang telah melakukan sesuatu
kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai
suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga
sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan."

Dari teori tersebut di atas, nampak jelas bahwa pidana merupakan

suatu tuntutan etika, di mana seseorang yang melakukan kejahatan akan

% Andi Zainal Abidin, Pemidanaan, Pidana, dan Tindak Pidana, (Jakarta : Sinar Grafika,
2005), him. 11.
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dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk
membentuk sifat dan merubah etika yang jahat ke yang baik.
Menurut Vos bahwa?’:

"Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalsan subyektif dan
pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan
terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah
pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia
luar”.

b) Teori Relatif atau Tujuan (Doel Theorien)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa
pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat.
Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan
dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan
tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak
berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa®®;

"Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi
sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi
masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan
pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan
kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas

keadilan."

27 Andi Hamzah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya, (Jakarta : PT
Rineka Cipta, 1993), him. 27.
28 Andi Zainal Abidin, Op. Cit., him. 11.
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Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai Ssarana
pencegahan, baik pencegahan khusus (speciale preventie) yang ditujukan
kepada pelaku maupun pencegahan umum (general preventie) yang
ditujukan ke masyarakat.

Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan menempatkan pelaku
kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (detterence) untuk
menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku
agar tidak mengulangi perbuatanya, maupun bagi publik sebagai langkah
panjang. Sedangkan tujuan perubahan (reformation) untuk mengubah sifat
jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga
nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai
manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

C) Teori Gabungan/Modern (Ven gbxc xxreningings Theorien)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan
pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip
relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini
bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan
sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab
tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa
tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku

terpidana di kemudian hari.
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Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan
pandangan sebagai berikut®:

1) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu
gejala masyarakat.

2) lImu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus
memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.

3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan
pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah
satusatunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan
tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi denga
upaya sosialnya.

Berdasarkan pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini
mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani
juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan
pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari
pemidanaan, yaitu dikehendakinya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri
manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik
ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak

tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-

# Djoko Prakoso, Hukum Panintesier Di Indonesia, (Yogyakarta : Liberty, 1988), him. 47.
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penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau
pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.

Dalam penelitian ini, digunakan teori gabungan karena teori ini
menawarkan pendekatan yang seimbang dan komprehensif, menggabungkan
dua fungsi dasar pidana: pembalasan moral (retributif) dan pencegahan
sosial (preventif). Teori gabungan menekankan bahwa pidana tidak hanya
sebagai balasan atas kesalahan, tetapi juga berfungsi untuk melindungi
masyarakat dan mencegah terulangnya kejahatan. Dalam kasus korupsi,
pidana tambahan berupa uang pengganti dianggap tepat karena ia tidak
hanya memulihkan kerugian negara (fungsi preventif), tetapi juga
memberikan efek jera dan penegasan moral terhadap pelaku (fungsi
retributif). Dengan demikian, teori ini mendukung argumen bahwa
penerapan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah tindakan yang

adil secara moral sekaligus efektif secara sosial.

Applied Theory ( Teori Politik Hukum Pidana )

Applied theory (teori aplikasi) akan membahas bagaimana asas-asas
hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.
Menurut Utrecht, asas hukum (recht beginsel) adalah dasar dari peraturan-
peraturan hukum yang mengkualifikasikan (kwalificeren) beberapa peraturan

hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan
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suatu lembaga hukum.®® Applied Theory dalam penelitian ini menggunakan
teori politik hukum pidana.

Politik hukum pidana dapat juga disebut kebijakan hukum pidana,
atau pembaharuan hukum pidana. Melaksanakan politik hukum pidana
berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang
sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa
yang akan datang. Dengan demikian apabila dilihat dari aspek politik
hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti bagaimana negara
mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan
pidana yang baik untuk masa kini dan yang akan datang.*

Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana sering dikenal
dengan berbagai istilah, antara lain penal policy, criminal law policy, atau
strafrechts politiek. Sedangkan apabila dilihat dari aspek politik kriminal,
berarti suatu kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum
pidana.®®> Pengertian ini sesuai dengan pendapat Marc Ancel bahwa penal
policy adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai
tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan
secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat

undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-

%Utrecht, dikutip dalam : Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari llmu Hukum, (Bandung :

Citra AdityaBakti, 2008), him. 153.

him. 6.

3! Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002),

%2 1pbid, him. 7.
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undang dan juga kepada para pelaksana putusan pengadilan. Jenis
pemidanaan dibedakan menjadi Pidana Pokok dan Pidana Tambahan.
Adapun yang termasuk dalam Pidana Tambahan meliputi pencabutan hak-
hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumumam putusan
hakim, oleh karena itu di dalam penelitian ini Tambahan Uang Pengganti
pada Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam Pidana Tambahan karena
perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang mendatangkan kerugian
negara khususnya kerugian Materiil. >

Teori Politik Hukum Pidana dalam penelitian ini digunakan untuk
menjawab rumusan masalah mengenai konsep ideal pengaturan pidana

tambahan dimasa yang akan datang sebagai efektifitas dalam pengembalian

kerugian keuangan Negara.

F. Metode Penelitian
Penelitian merupakan alat utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi. Hal ini karena penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran
secara sistematis, metodologis, dan konsisten.®* Melalui penelitian, data yang telah
dikumpulkan dianalisis dan dikonstruksi untuk memperoleh hasil yang optimal.

Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

% EfilLailakholis, Op. Cit, him. 13
% Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), him. 17.
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Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif, yaitu
penelitian yang berfokus pada kajian terhadap kaidah-kaidah hukum.
Penelitian ini mencakup analisis terhadap prinsip-prinsip hukum, sistematika
hukum, serta tingkat sinkronisasi atau kesesuaian antara berbagai aturan

hukum.*®

Pendekatan Penelitian

a.  Pendekatan Perundangan-Undangan (Statute Approach)
Pendekatan perundang-undangan, atau disebut statute approach,

merupakan salah satu metode penelitian yang dilakukan dengan

menguraikan seluruh undang-undang atau regulasi yang berhubungan

dengan isu hukum yang sedang dibahas.

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)
Pendekatan kasus atau Case Approach merupakan metode penelitian
yang dilakukan dengan menganalisis kasus yang berkaitan dengan masalah

hukum yang terjadi. Kasus yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

him. 52.

% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Universitas Indonesia), 2015,

% peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,

2009), him. 93.
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sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu

hukum yang sedang dihadapi.*’

c.  Pendekatan Konsep (Conseptual Approach)

Pendekatan konseptual atau Conseptual Approach merupakan metode
penelitian yang berasal dari doktrin-doktrin atau pandangan terhadap
permasalahan yang sedang berkembang dan dilakukan dengan memberikan

analisa dalam penelitian untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.*®

d. Pendekatan Futuristis (futuristic Approach)

Pendekatan Futuristis adalah cara berpikir dan bertindak yang
berorientasi pada masa depan, dengan fokus pada identifikasi, analisis, dan
perencanaan untuk menghadapi tantangan atau memanfaatkan peluang yang
akan datang. Pendekatan ini melibatkan kemampuan untuk memprediksi
tren, mengantisipasi perubahan, dan merancang strategi yang bersifat adaptif

dan inovatif untuk mencapai tujuan jangka panjang*°.

*" Ibid, him. 24

* Ibid, him. 25.

% Bell, W. (1997). Foundations of Futures Studies: Human Science for a New Era. New
Brunswick, NJ: Transaction Publishers
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3. Bahan Hukum

a.

Bahan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer pada penelitian ini terdiri dari bahan-bahan

hokum yang mengikat seperti praturan perundang-undangan serta putusan

hakim.*° Bahan hukum primer yang digunakan penulis meliputi :

1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana.**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*?

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*?

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman.*

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman

Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan

%0 Zainal Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), him. 47.

" Indonesia, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76
Tahun 1981, TLN No. 3209.

*2 Indonesia, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 20 Tahun
2001, LN No. 134 Tahun 2001, TLN No. 4150.

* Indonesia, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30
Tahun 2002, LN No. 137 Tahun 2002, TLN No. 4250.

* Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 154
Tahun 2009, TLN No. 5076.
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Tindak Pidana Korupsi Dalam Mengkualifikasi Kerugian Negara Pada
Tindak Pidana Korupsi Berita Negara Tahun 2020 Nomor 832.%°
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

b.  Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung yang
berfungsi untuk memberikan penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan
hukum yang digunakan diperoleh dari berbagai buku-buku, jurnal-jurnal,
pendapat para ahli dan literatur-literatur yang berhubungan dengan objek

penelitian ini.

c.  Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini merupakan bahan hukum yang dapat
digunakan unuk memberi informasi mengenai bahan hukum primer dan
sekunder. Bahan hukum yang digunakan sebagai pelengkap data, seperti dari
internet dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang relevan dengan

judul penelitian.

** perma No. 1 Tahun 2020, Berita Negara Tahun 2020 No. 832.
*® Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 1 Tahun 2023, LN No. 1 Tahun
2023, TLN No. 6842.
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Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Analisi bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis
deskriptif kualitatif yaitu dengan mendiskripsikan, menggambarkan atau
menjelakan secara sistematif data terhadap penelitian.*’ Pada penelitian ini,
data diperoleh dari berbagai sumber data yang telah diperoleh sebelumnya
yakni data primer, sekunder serta tersier. Sehingga data tersebut dapa
dikelola dan dapat diuraikan pada tesis ini untuk menjawab permasalahan

berdasarkan judul penelitian.

Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan keimpulan merupakan hasil akhir dari penelitian yang telah
dicari kesimpulannya dan disusun berdasarkan tujuan penelitian.
Kesimpulan yang dimaksud merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan
pada rumusan masalah yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang
kebenaran dari penelitian.** Teknik pengambilan kesimpulan yang
digunakan penulis adalah teknik pengambilan kesimpulan deduktif yaitu
bertolak dari suatu pernyataan umum yang kebenarannya telah diketahui dan

berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.*°

*” Moch Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2014), him. 2.
*8 Beni Achmad Saeni, Metode Penelitian Hukum, ( Bandung : Pustaka Setia, 2009), him. 93.
9 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), him. 11
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